BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik perceraian dan rujuk tanpa pencatatan di Desa Pasar Hutabargot
ditemukan dalam beberapa pola. Sebagian informan memiliki perkawinan yang
tidak tercatat, sedangkan sebagian lainnya memiliki buku nikah tetapi tetap
menyelesaikan perceraian di luar Pengadilan Agama dan kembali hidup
bersama tanpa pencatatan rujuk. Faktor yang muncul antara lain rendahnya
pemahaman hukum, kuatnya penyelesaian kekeluargaan, serta persepsi bahwa
proses Pengadilan Agama rumit, memerlukan waktu, dan biaya. Dalam hukum
positif Indonesia, perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan
Agama dan rujuk harus memenuhi serta dapat dibuktikan sesuai ketentuan
KHI. Dalam perspektif fikih, status talak dan rujuk harus dinilai berdasarkan
syarat dan jumlah talak. Khusus kasus yang menurut keterangan informan telah
mencapai talak tiga, empat mazhab tidak membenarkan rujuk langsung.

2. Ditinjau dari Maqasid al-Syari’ah, praktik perceraian dan rujuk tanpa
pencatatan berpotensi menimbulkan mafsadah karena melemahkan kepastian
status keluarga, perlindungan hak istri dan anak, serta pembuktian nafkah dan
harta. Pencatatan dan penyelesaian melalui lembaga berwenang berfungsi
sebagai sarana mewujudkan hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-nasl, dan hifz al-
mal. Oleh karena itu, analisis penelitian tidak semata-mata menilai praktik dari
ada atau tidaknya dokumen, tetapi melihat akibatnya terhadap kemaslahatan
keluarga dan kepastian hukum.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis Magasid syariah terhadap
perceraian dan rujuk tanpa pencatatan di Desa Pasar Hutabargot , peneliti
menyarankan agar masyarakat melaksanakan perceraian dan rujuk sesuai ketentuan
syariat Islam serta prosedur hukum yang berlaku, termasuk melalui pencatatan
resmi guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak; KUA,

Pengadilan Agama, dan tokoh agama diharapkan meningkatkan sosialisasi,
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edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan;
pemerintah daerah dan instansi terkait perlu memperkuat penyuluhan hukum serta
mempermudah akses layanan administrasi, khususnya di wilayah pedesaan;
sedangkan peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini
dengan cakupan dan pendekatan yang lebih luas agar menghasilkan kajian yang
lebih komprehensif dalam pengembangan hukum keluarga Islam.
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Tabel Pedoman Wawancara Pasangan yang Melakukan Perceraian dan
Rujuk Tanpa Pencatatan

Aspek yang
No. Pertanyaan Wawancara
Ditanyakan
1 Identitas Siapa nama Bapak/Ibu dan berapa usia Bapak/Ibu?
Kapan dan bagaimana proses perkawinan Bapak/Ibu
2 Perkawinan
dilaksanakan?
3 Pencatatan perkawinan | Apakah perkawinan Bapak/Ibu dicatatkan di KUA?
Jika tidak dicatatkan, apa alasan Bapak/Ibu
4 Alasan nikah siri . o
melangsungkan perkawinan secara siri?
) Apa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian
5 Penyebab perceraian
dalam rumah tangga Bapak/Ibu?
Bagaimana proses perceraian yang Bapak/Ibu
6 Proses perceraian
lakukan?
Siapa yang mengucapkan talak dan di mana perceraian
7 Pelaksanaan talak
tersebut dilakukan?
Apakah keluarga atau tokoh agama/tokoh adat terlibat
8 Keterlibatan keluarga
dalam proses perceraian tersebut?
) Apakah Bapak/Ibu mengajukan perceraian ke
9 Pengadilan Agama _
Pengadilan Agama?
o Alasan tidak ke Jika tidak, apa alasan Bapak/Ibu tidak mengajukan
pengadilan perceraian ke Pengadilan Agama?
Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa perceraian
11 | Pemahaman hukum

harus dilakukan melalui Pengadilan Agama?
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Setelah perceraian, apakah Bapak/Ibu kembali hidup

12 | Rujuk
bersama sebagai suami istri?
) Bagaimana proses Bapak/Ibu kembali bersama atau
13 | Proses rujuk )
melakukan rujuk?
14 | Pencatatan rujuk Apakah rujuk tersebut dicatatkan di KUA?
s Alasan tidak Jika tidak dicatatkan, apa alasan Bapak/Ibu tidak
mencatatkan rujuk melakukan pencatatan rujuk?
6 Pemahaman talak dan Apakah Bapak/Ibu mengetahui akibat hukum dari
rujuk talak dan rujuk yang tidak dicatatkan?
Apakah perceraian dan rujuk tanpa pencatatan
17 | Dampak
menimbulkan kesulitan bagi Bapak/Ibu atau keluarga?
Apakah kondisi tersebut pernah berpengaruh terhadap
18 | Hak keluarga hak nafkah, anak, harta, atau administrasi
kependudukan?
Menurut Bapak/Ibu, apakah perceraian secara agama
19 | Pandangan informan saja sudah cukup atau tetap perlu melalui Pengadilan
Agama?
Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan agar
20 | Harapan masyarakat lebih memahami pentingnya pencatatan

perceraian dan rujuk?
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Tabel Pedoman Wawancara Tokoh Adat/Hatobangon

Aspek yang
No. Pertanyaan Wawancara
Ditanyakan
o Bagaimana Bapak melihat praktik perceraian yang
1 Kondisi masyarakat o
terjadi di Kecamatan Hutabargot?
. Apakah masih ditemukan masyarakat yang
Perceraian tanpa
2 melakukan perceraian tanpa melalui Pengadilan
pencatatan
Agama?
Apa alasan masyarakat memilih menyelesaikan
3 Faktor penyebab )
perceraian secara kekeluargaan?
) o Apakah perkawinan siri menjadi salah satu faktor
4 Perkawinan siri o .
terjadinya perceraian tanpa pencatatan?
Bagaimana peran keluarga dalam menyelesaikan
5 Peran keluarga )
persoalan perceraian masyarakat?
Bagaimana peran tokoh adat dalam menyelesaikan
6 Peran tokoh adat
konflik rumah tangga masyarakat?
Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai
7 Pemahaman hukum ) _ _
keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama?
Apakah masyarakat juga melakukan rujuk tanpa
8 Praktik rujuk )
mencatatkannya di KUA?
Apakah biaya, waktu, dan kerumitan administrasi
9 Faktor administrasi menjadi alasan masyarakat tidak mengurus
perceraian?
Apa dampak yang dapat timbul dari perceraian dan
10 | Dampak

rujuk yang tidak dicatatkan?
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11

Kasus masyarakat

Apakah Bapak pernah mengetahui atau terlibat
dalam penyelesaian kasus perceraian tanpa

pencatatan?

12

Solusi

Apa yang sebaiknya dilakukan tokoh adat untuk

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?

13

Kondisi masyarakat

Bagaimana Bapak melihat praktik perceraian dan

rujuk tanpa pencatatan di Desa Pasar Hutabargot ?

14

Faktor penyebab

Apa faktor yang menyebabkan masyarakat memilih
menyelesaikan perceraian secara agama dan

kekeluargaan?

15

Pemahaman hukum

Sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai
perbedaan antara ketentuan fikih dan hukum

negara?

16

Dampak

Apa dampak perceraian dan rujuk tanpa pencatatan

terhadap suami, istri, dan anak?

17

Magqasid al-Syari’ah

Bagaimana praktik tersebut jika dilihat dari
perspektif Maqasid al-Syar1’ah?

18

Kemaslahatan

Apakah pencatatan perceraian dan rujuk dapat
memberikan kemaslahatan dan mencegah

kemudaratan?

19

Solusi

Apa yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat mengenai pentingnya

pencatatan perceraian dan rujuk?
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Tabel Pedoman Wawancara KUA/Aparat Terkait

No. Aspek yang Ditanyakan Pertanyaan Wawancara
o Bagaimana kondisi pencatatan perkawinan, perceraian,
1 Kondisi pencatatan ) o -
dan rujuk masyarakat di wilayah penelitian?
o Apakah masih ditemukan masyarakat yang melakukan
2 Perceraian tidak tercatat ) ] )
perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama?
Apa faktor yang menyebabkan masyarakat tidak
3 Penyebab ) ) )
mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama?
) Apakah terdapat masyarakat yang melakukan rujuk
4 Rujuk . )
tetapi tidak mencatatkannya di KUA?
Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai
5 Pemahaman masyarakat ] )
prosedur perceraian dan rujuk?
Apa kendala yang biasanya dihadapi masyarakat dalam
6 Kendala . .
mengurus pencatatan perceraian dan rujuk?
Apa akibat administrasi dan hukum apabila perceraian
7 Dampak hukum o )
dan rujuk tidak dicatatkan?
Apakah KUA melakukan sosialisasi mengenai
8 Sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan, perceraian, dan
rujuk?
Apa upaya yang dilakukan KUA untuk meningkatkan
9 Upaya
kesadaran hukum masyarakat?
Bagaimana kerja sama KUA dengan Pengadilan
10 Kerja sama Agama, tokoh agama, dan tokoh adat dalam

memberikan edukasi kepada masyarakat?
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DRAF WAWANCARA DAN KETERANGAN DOKUMENTASI
PENELITIAN

1. Rudi Afdillah dan Reni Cahayati

Identitas/konteks yang tercatat: Perkawinan tidak tercatat; memiliki anak
Muhammad Fahrezi; perceraian dilakukan tanpa Pengadilan Agama; menurut
keterangan Rudi pernah talak tiga dan kemudian kembali bersama.

Ringkasan keterangan yang sudah terdokumentasi: Rudi menyatakan perkawinan
dilakukan secara siri karena usia masih di bawah ketentuan; perceraian tidak dibawa
ke Pengadilan Agama karena dianggap rumit; setelah itu kembali bersama dan rujuk
tidak dicatat.

Dokumentasi wawancara dengan Rudi Afdillah dan Reni Cahayati.
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Dokumentasi wawancara dengan Rudi Afdillah dan Reni Cahayati.

Draf pertanyaan wawancara:
1. Bagaimana praktik perceraian yang terjadi dalam kasus Bapak/lbu?

2. Apakah perkawinan sebelumnya tercatat dan memiliki buku nikah? Jika tidak,
apa alasannya?

3. Siapa yang mengucapkan talak, kapan, di mana, dan dengan lafaz seperti apa?

4. Berapa kali talak pernah diucapkan dan apakah setiap talak terjadi pada waktu
yang berbeda?

5. Apakah setelah talak terdapat masa iddah dan kapan pasangan kembali hidup
bersama?

6. Bagaimana proses kembali bersama/rujuk dilakukan?

7. Apakah rujuk diketahui dan disetujui oleh istri serta keluarga?
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8. Apakah rujuk dicatatkan di KUA atau terdapat Buku Pendaftaran Rujuk?

9. Apakah pernah meminta nasihat tokoh agama, Hatobangon, KUA, atau
Pengadilan Agama?

10. Apa alasan utama tidak mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama?

11. Apa yang Bapak/Ibu pahami mengenai perbedaan talak menurut agama dan
perceraian menurut hukum negara?

12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akibat hukum terhadap anak, nafkah, harta, dan
status perkawinan jika perceraian tidak dicatatkan?

13. Apakah terdapat kesulitan biaya, jarak, waktu, dokumen, atau pemahaman
prosedur?

14. Apa yang menjadi pertimbangan ketika memutuskan untuk kembali bersama?

15. Setelah mengetahui ketentuan hukum, apakah Bapak/lbu bersedia
menyelesaikan dan mencatatkan status perkawinan sesuai prosedur yang berlaku?

2. Abdul Aziz dan Gita Saimatul Waliah Lubis

Identitas/konteks yang tercatat: Perkawinan tidak tercatat; dikaitkan dengan kawin
lari; memiliki anak Muhammad Zaidan; menurut keterangan Abdul Aziz pernah
talak tiga dan kemudian kembali bersama.

Ringkasan keterangan yang sudah terdokumentasi: Abdul Aziz menyatakan
perkawinan dilakukan secara siri, perceraian tidak dibawa ke Pengadilan Agama
karena dianggap tidak perlu dan administrasinya rumit, kemudian kembali bersama
tanpa pencatatan.



109

Dokumentasi wawancara dengan Abdul Aziz dan Gita Saimatul Waliah Lubis.
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Dokumentasi wawancara dengan Abdul Aziz dan Gita Saimatul Waliah Lubis.
Draf pertanyaan wawancara:
1. Bagaimana praktik perceraian yang terjadi dalam kasus Bapak/lbu?

2. Apakah perkawinan sebelumnya tercatat dan memiliki buku nikah? Jika tidak,
apa alasannya?

3. Siapa yang mengucapkan talak, kapan, di mana, dan dengan lafaz seperti apa?

4. Berapa kali talak pernah diucapkan dan apakah setiap talak terjadi pada waktu
yang berbeda?

5. Apakah setelah talak terdapat masa iddah dan kapan pasangan kembali hidup
bersama?

6. Bagaimana proses kembali bersama/rujuk dilakukan?

7. Apakah rujuk diketahui dan disetujui oleh istri serta keluarga?
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8. Apakah rujuk dicatatkan di KUA atau terdapat Buku Pendaftaran Rujuk?

9. Apakah pernah meminta nasihat tokoh agama, Hatobangon, KUA, atau
Pengadilan Agama?

10. Apa alasan utama tidak mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama?

11. Apa yang Bapak/Ibu pahami mengenai perbedaan talak menurut agama dan
perceraian menurut hukum negara?

12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akibat hukum terhadap anak, nafkah, harta, dan
status perkawinan jika perceraian tidak dicatatkan?

13. Apakah terdapat kesulitan biaya, jarak, waktu, dokumen, atau pemahaman
prosedur?

14. Apa yang menjadi pertimbangan ketika memutuskan untuk kembali bersama?

15. Setelah mengetahui ketentuan hukum, apakah Bapak/lbu bersedia
menyelesaikan dan mencatatkan status perkawinan sesuai prosedur yang berlaku?

3. Muhammad Soleh dan Fitri Ramadhani

Identitas/konteks yang tercatat: Perkawinan tercatat dan memiliki buku nikah;
memiliki anak Adiba Yumna; perceraian dilakukan tanpa Pengadilan Agama;
menurut keterangan Muhammad Soleh sebelumnya talak satu dan kemudian
kembali bersama.

Ringkasan keterangan yang sudah terdokumentasi: Muhammad Soleh menyatakan
perkawinan resmi dan memiliki buku nikah, tetapi perceraian diselesaikan secara
kekeluargaan dan kemudian kembali bersama tanpa pencatatan rujuk.
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Dokumentasi wawancara dengan Muhammad Soleh dan Fitri Ramadhani.
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Dokumentasi wawancara dengan Muhammad Soleh dan Fitri Ramadhani.
Draf pertanyaan wawancara:
1. Bagaimana praktik perceraian yang terjadi dalam kasus Bapak/Ibu?

2. Apakah perkawinan sebelumnya tercatat dan memiliki buku nikah? Jika tidak,
apa alasannya?

3. Siapa yang mengucapkan talak, kapan, di mana, dan dengan lafaz seperti apa?

4. Berapa kali talak pernah diucapkan dan apakah setiap talak terjadi pada waktu
yang berbeda?

5. Apakah setelah talak terdapat masa iddah dan kapan pasangan kembali hidup
bersama?

6. Bagaimana proses kembali bersama/rujuk dilakukan?

7. Apakah rujuk diketahui dan disetujui oleh istri serta keluarga?
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8. Apakah rujuk dicatatkan di KUA atau terdapat Buku Pendaftaran Rujuk?

9. Apakah pernah meminta nasihat tokoh agama, Hatobangon, KUA, atau
Pengadilan Agama?

10. Apa alasan utama tidak mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama?

11. Apa yang Bapak/Ibu pahami mengenai perbedaan talak menurut agama dan
perceraian menurut hukum negara?

12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akibat hukum terhadap anak, nafkah, harta, dan
status perkawinan jika perceraian tidak dicatatkan?

13. Apakah terdapat kesulitan biaya, jarak, waktu, dokumen, atau pemahaman
prosedur?

14. Apa yang menjadi pertimbangan ketika memutuskan untuk kembali bersama?

15. Setelah mengetahui ketentuan hukum, apakah Bapak/lbu bersedia
menyelesaikan dan mencatatkan status perkawinan sesuai prosedur yang berlaku?

4. Sulbein Pulungan dan Suci Fepriani

Identitas/konteks yang tercatat: Menurut keterangan dalam Bab IV, pasangan
mengalami perceraian dua kali dan penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan
tanpa Pengadilan Agama.

Ringkasan keterangan yang sudah terdokumentasi: Sulbein menyatakan dua kali
perceraian diselesaikan dalam keluarga karena merasa proses Pengadilan Agama
sulit. Suci menyatakan mengikuti keputusan keluarga dan tidak mengetahui bahwa
perceraian harus diputuskan pengadilan.
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Dokumentasi wawancara dengan Sulbein Pulungan dan Suci Fepriani.
Draf pertanyaan wawancara:
1. Bagaimana praktik perceraian yang terjadi dalam kasus Bapak/lbu?

2. Apakah perkawinan sebelumnya tercatat dan memiliki buku nikah? Jika tidak,
apa alasannya?

3. Siapa yang mengucapkan talak, kapan, di mana, dan dengan lafaz seperti apa?

4. Berapa kali talak pernah diucapkan dan apakah setiap talak terjadi pada waktu
yang berbeda?

5. Apakah setelah talak terdapat masa iddah dan kapan pasangan kembali hidup
bersama?

6. Bagaimana proses kembali bersama/rujuk dilakukan?

7. Apakah rujuk diketahui dan disetujui oleh istri serta keluarga?
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8. Apakah rujuk dicatatkan di KUA atau terdapat Buku Pendaftaran Rujuk?

9. Apakah pernah meminta nasihat tokoh agama, Hatobangon, KUA, atau
Pengadilan Agama?

10. Apa alasan utama tidak mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama?

11. Apa yang Bapak/Ibu pahami mengenai perbedaan talak menurut agama dan
perceraian menurut hukum negara?

12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akibat hukum terhadap anak, nafkah, harta, dan
status perkawinan jika perceraian tidak dicatatkan?

13. Apakah terdapat kesulitan biaya, jarak, waktu, dokumen, atau pemahaman
prosedur?

14. Apa yang menjadi pertimbangan ketika memutuskan untuk kembali bersama?

15. Setelah mengetahui ketentuan hukum, apakah Bapak/lbu bersedia
menyelesaikan dan mencatatkan status perkawinan sesuai prosedur yang berlaku?

5. Rosmita Ray

Identitas/konteks yang tercatat: Menurut keterangan Bab IV, telah menjalani tiga
kali perkawinan dan tiga kali perceraian; perceraian dilakukan secara kekeluargaan
tanpa Pengadilan Agama.

Ringkasan keterangan yang sudah terdokumentasi: Rosmita menyatakan tidak
memahami bahwa perceraian perlu diputuskan pengadilan agar mempunyai
kekuatan hukum.
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Dokumentasi wawancara dengan Rosmita Ray.

Draf pertanyaan wawancara:
1. Bagaimana praktik perceraian yang terjadi dalam kasus Bapak/lbu?

2. Apakah perkawinan sebelumnya tercatat dan memiliki buku nikah? Jika tidak,
apa alasannya?

3. Siapa yang mengucapkan talak, kapan, di mana, dan dengan lafaz seperti apa?

4. Berapa kali talak pernah diucapkan dan apakah setiap talak terjadi pada waktu
yang berbeda?

5. Apakah setelah talak terdapat masa iddah dan kapan pasangan kembali hidup
bersama?

6. Bagaimana proses kembali bersama/rujuk dilakukan?

7. Apakah rujuk diketahui dan disetujui oleh istri serta keluarga?
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8. Apakah rujuk dicatatkan di KUA atau terdapat Buku Pendaftaran Rujuk?

9. Apakah pernah meminta nasihat tokoh agama, Hatobangon, KUA, atau
Pengadilan Agama?

10. Apa alasan utama tidak mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama?

11. Apa yang Bapak/Ibu pahami mengenai perbedaan talak menurut agama dan
perceraian menurut hukum negara?

12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akibat hukum terhadap anak, nafkah, harta, dan
status perkawinan jika perceraian tidak dicatatkan?

13. Apakah terdapat kesulitan biaya, jarak, waktu, dokumen, atau pemahaman
prosedur?

14. Apa yang menjadi pertimbangan ketika memutuskan untuk kembali bersama?

15. Setelah mengetahui ketentuan hukum, apakah Bapak/lbu bersedia
menyelesaikan dan mencatatkan status perkawinan sesuai prosedur yang berlaku?

6. Longgom Listi Nora

Identitas/konteks yang tercatat: Menurut keterangan Bab 1V, pernah mengalami
satu kali perceraian yang diselesaikan secara kekeluargaan tanpa Pengadilan
Agama.

Ringkasan keterangan yang sudah terdokumentasi: Longgom menyatakan
perceraian dilakukan baik-baik dalam keluarga dan tidak diurus ke Pengadilan
Agama karena tidak mengetahui prosedurnya dan menganggap cukup secara
agama.



119

Dokumentasi wawancara dengan Longgom Listi Nora.

Draf pertanyaan wawancara:
1. Bagaimana praktik perceraian yang terjadi dalam kasus Bapak/lbu?

2. Apakah perkawinan sebelumnya tercatat dan memiliki buku nikah? Jika tidak,
apa alasannya?

3. Siapa yang mengucapkan talak, kapan, di mana, dan dengan lafaz seperti apa?

4. Berapa kali talak pernah diucapkan dan apakah setiap talak terjadi pada waktu
yang berbeda?

5. Apakah setelah talak terdapat masa iddah dan kapan pasangan kembali hidup
bersama?

6. Bagaimana proses kembali bersama/rujuk dilakukan?

7. Apakah rujuk diketahui dan disetujui oleh istri serta keluarga?
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8. Apakah rujuk dicatatkan di KUA atau terdapat Buku Pendaftaran Rujuk?

9. Apakah pernah meminta nasihat tokoh agama, Hatobangon, KUA, atau
Pengadilan Agama?

10. Apa alasan utama tidak mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama?

11. Apa yang Bapak/Ibu pahami mengenai perbedaan talak menurut agama dan
perceraian menurut hukum negara?

12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akibat hukum terhadap anak, nafkah, harta, dan
status perkawinan jika perceraian tidak dicatatkan?

13. Apakah terdapat kesulitan biaya, jarak, waktu, dokumen, atau pemahaman
prosedur?

14. Apa yang menjadi pertimbangan ketika memutuskan untuk kembali bersama?

15. Setelah mengetahui ketentuan hukum, apakah Bapak/lbu bersedia
menyelesaikan dan mencatatkan status perkawinan sesuai prosedur yang berlaku?

7. Ali Takdir (Hatobangon)

Identitas/konteks yang tercatat: Informan pendukung adat yang menerangkan
bahwa praktik perceraian tanpa Pengadilan Agama masih ditemukan, baik pada
perkawinan tercatat maupun tidak tercatat.

Ringkasan keterangan yang sudah terdokumentasi: Ali Takdir menerangkan faktor
kekeluargaan, anggapan proses Pengadilan Agama lama/ribet/berbiaya, dan adanya
masyarakat yang beberapa kali menikah dan bercerai tanpa mengurus perceraian
secara resmi.
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Dokumentasi wawancara dengan Tokoh Agama (Ustadz Kampung)
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Dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa
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Dokumentasi wawancara dengan Salman (Hatobangon).
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Dokumentasi wawancara dengan Ali Takdir (Hatobangon).
Draf pertanyaan wawancara:
1. Bagaimana praktik perceraian yang terjadi dalam kasus Bapak/lbu?

2. Apakah perkawinan sebelumnya tercatat dan memiliki buku nikah? Jika tidak,
apa alasannya?

3. Siapa yang mengucapkan talak, kapan, di mana, dan dengan lafaz seperti apa?

4. Berapa kali talak pernah diucapkan dan apakah setiap talak terjadi pada waktu
yang berbeda?

5. Apakah setelah talak terdapat masa iddah dan kapan pasangan kembali hidup
bersama?

6. Bagaimana proses kembali bersama/rujuk dilakukan?

7. Apakah rujuk diketahui dan disetujui oleh istri serta keluarga?
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8. Apakah rujuk dicatatkan di KUA atau terdapat Buku Pendaftaran Rujuk?

9. Apakah pernah meminta nasihat tokoh agama, Hatobangon, KUA, atau
Pengadilan Agama?

10. Apa alasan utama tidak mengurus perceraian melalui Pengadilan Agama?

11. Apa yang Bapak/Ibu pahami mengenai perbedaan talak menurut agama dan
perceraian menurut hukum negara?

12. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akibat hukum terhadap anak, nafkah, harta, dan
status perkawinan jika perceraian tidak dicatatkan?

13. Apakah terdapat kesulitan biaya, jarak, waktu, dokumen, atau pemahaman
prosedur?

14. Apa yang menjadi pertimbangan ketika memutuskan untuk kembali bersama?

15. Setelah mengetahui ketentuan hukum, apakah Bapak/lbu bersedia
menyelesaikan dan mencatatkan status perkawinan sesuai prosedur yang berlaku?
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